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LEMBARAN DAERAK
KABUPATEN DAERAHM TINGKAT | MAGELANG:

Nomor : 13 Tahun 1996 ;| Serie : D Nomcor 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 1995

57 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

snimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman
Organisasi Dinas Daerah dan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 1994 lentang Pedoman
Organisasi dan Tala Kerja Dinas Peternakan Daerah,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |
Magelang Nomor 4 Tahun 1981 tentang Strukiur
fh ) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten
. Daerah Tingkal Il Magelang perlu ditinjav dan
disesuaikan dengan Kepulusan Menteri Dalam Negeri
tersebut.

b. bahwa penyesualan dan peninjavan kembali

sebagaimana dimaksvd pada butir a, tersebut di atas,
perlv diletapkan dengan Peraturan Daerah.
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EBengingat : 1. Undang Undeng Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan
Pemerintah  Nomeor 32 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kobupalen Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1967 {entang
Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesenatan
Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, z

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembarcn Negora
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3037) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33.Tahun 1951 teniang
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan
Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan
kepada Propinsi Jawa Tengah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 teniang
Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah
Pusat dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi-

propins ; ‘

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang
Usaha Petfernakan ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tenitang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat
pada Daerah Tingkat Il ; N

\

8. Kepulusan Presiden Nomor 19 Tahun 19:55" tentang™
Perubahan Sebutan Kehewanan Menjadi Peternakan ;
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9. Kepulusan Menteri Negora Pendayagunaan Aparalur
Negara Nomor 21 Tahun 1990 lentang Pedoman dan
Proses Pembentukan atav Penyempurnacn
Kelembagaan di Lingkungoan Instansi Permerintah Pusat,
Perwakilan Republik Indonesia di Luar MNegeri dan
Pemerintah di Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 39 Tahun 1992
tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerch ;
11. Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992

tentang Organisasi dnn Tato Kerja Depariemen Dalom
Negeri ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993
tentang Pola Orgumsusi Pemenntuh Daoerch don
Wilayah ;

T

13. Keputusan Menteri Dulam negan Nomor ¢ Tahun 1994
tentang Pedoman OrganTsnsI dan Talo Kera Dinas
Peternakan Daerah,

h:-? -

Dengan persehi]uun Dewan Perwakilan Ralr.ypt; Darah Kabupaten Doerah

‘ Tingkat | Mogelang.

Menelapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT |l
MAGELANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PETERNAKAN KABUPATEN DAERAN TINGKAT Il MAGELANG.

MEMUTUSKAN

Dipindai dengan CamScanner
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ralam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

¢ Pemerintoh Daerah adalah Pemerinlah Kabupalen Daerah Tingkat i
Magelang ;

% Bupali Kepala Dacerah adalah Bupali Kepala Dcerah Tingket |
Magelang ;

« Pemerintah Daerah Tingkat | adclah Pemerintah Propinsi Dasrah Tingat
| Jawa Tengah ;

¢ Doerah cdalah Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelong ;
& Kobupalen adalah Kabupaten Daerah Tingkat | Magelang ;

£ Dinas Peiemakean adalah Dinas Peiemak;:ln Kabupaten Daerah Tingkat
Il Mugelﬂng 2

g Kepala Dinas adalah Keputu Dinas . Petemuknn Kabupaten Dasiah
Tingkat Il Magelang ;

; :_:_Cabhng Dinas adclah Cabang Dinas Peternakan Kabupaten Duem.
. -'Tlngkut Il Magelang ;

€ Unit Fek::ksnnu Teknis Daerah adalah Unil Pelaksana Teknis Dinas
Pelernakan ~ sebagai “Unsur wPelaksana  Dinas Pelemnakan yang

melaksanakan sebagian fugas ope'fuslunpuerlanlu Dmns dl lapangan ;

i Kelompok Jabalan Fungsional adalah Kalompok Jabuiun un!uk para
pejabat fungsional yaitu personil- Dinas.yang ~dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian don alau keframpllan |é lentu
yang bersifal mandiri sesuai bidang tugas tugasnyn ; 1
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k. Tugas Pembantuan adalah tugas untuk lurvl serta dalom melaksanakan

tugas pemerintahan yang dilugaskan kepada Pemerinlah Daerah oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkal | dengon kewajiban
mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

I. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unil Pelaksana Teknis Dinas sebagai
unsur Pelaksana Dinas Lalu Linlas dan Angkulan Jaolon yang
‘ meloksanakan sebagian tugas operasional lerfentu Dinas di lopangan ;

BAB I r
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

{1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerinioh Doerch di
bidang Peternakan.

(2} Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yong berada di
bawah dan bertanggung jowab kepada Bupali Kepaia Daerah.
Pasal 3
Dinas peternakan mempunyai tugas pokok menyelenggorckan
urusan rumah tangga Daerah tugas pembantuan yang diberikan oleh
emeriniah dan alav Pemerintah Daerah Tingkat | di bidang peternakan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan
Daerah ini, Dinas Pelernakan mempunyal fungsi :

a. Melaksanakan pembinaan umum di bidang peternakan berdasarkan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gube:nur Kepala Daergh Tingkaol |
Jawa Tonaed.
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b. Bimbingan teknis di bidang peternakan ;
c: Pémbarinn ljin dan pembinaan usaha sesval dengan lugasnya ;
d. Melaksanakan penyuluhan ;
e. Pengamanan teknis sesual dengan tugas pokoknya ;

f. Melaksanaokan pengkagjian penerapan leknologi anjuran di i
vsaha tani ;

g. Meloksanckan pengelolaan ‘Un-h Pelaksona Teknis Dinos Peternakon |
h. Melaksanakan urusan tata usaha Dinas.
BAB Il
ORGANISASI
Bagian Pertama
- Pola dan Susunan Qrganisusi
| Pasal § .
(1) Organisasi Dinas Peternakan ditefapkan pola maksimal.
(2) Pola Organisasi Dinas Pelernakan sebagaimana lersebul muia
Idisusun berdasarkan beban kerja Dinas Peternakan.
Pasal é
{1) Susunan Organisasi Dln:;:s Peternakan terdirl dari ;
a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Produksi ;
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Seksi Usaha ;
Seksi Kesehatlan Heran ;

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan ;
. Seksi Penyuluhan ;

Cabang Dinas ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

Kelompok Jabatan Fungsional.

—ryQ@™oQ

(2) Bagan Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tersebul dalom

lampinan yang merupakan baglan fidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7
Kepaia Dinas memimpin pelaksanaan ilugas pokok dan fungsi
sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.
Bagian Kefiga

‘Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

s Sub Bagian Tala Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
& perencanaan kepegawaian, kevangan, perlengkapan dan urusan umum.

j Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebul pada Pasal 8 Peraturan Daerah
ini, Sub B’qgiun Tata Usaha mampunvul fungsl :

a. Meloksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan seria
pembincan organisasi dan tata laksana :
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b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawalan ;
c. Melaksariakan pengelolaan administrasi kevangan ;
d. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat

menyvral dan kearsipan..

Pasal 10
Sub Bagian Tata Usaha terdirl dari
¢. Urusan Perencanacn ;
b. Urusan Kepegawaian ;
¢. Urusan Kevangan ;
d. Urusan Umum.
Pasal 11

(1) Urusan Perencanaan mempunyai fungsi mengumpulkan, mengeicic,
mengenalisis data dan statistik, penyiapan bahan laporan dinas seria
menyusun bahan pembinaan organisasi dan tata laksana ;

(2) rusan Kepegawaian mempunyal  tugas menyiapkan bahan
penyusunan rencana kebuluhan dan pengembangan pégawai,
mulasi pegawai serfa mengurus pengelolaan adminisirasi

kepegaowaian,

3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penvusu5
umum anggaran Pendapalan dan Belanjo Dinas, meng
pembukuan, melakvkan perhilungan anggaran, verifikasi serta
mengurus perbendaharaan,

) Urusan Umum mempunyal tuas mengurus sural menyurat, 'léeursipan
dan rumah langga serla perlengakapan,

Dipindai dengan CamScanner



Pagian Keempal
Seksi Produksi

Pasal 12

Seksi Produksi mempunyal lugos melaksanakan sebagion tugas
Dinas Pelernakan di bidang produksi pelernakan,

‘ Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebul pada Pasal 12, Peraturan
Daerah ini, Seksi Produksi mempunyal fungsi :
Melaksanckan bimbingan teknis reproduksi ;

Melaksanakan bimbingan pembibitan ternak ;
Melaksanakan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan

pakan ;
Melaksanakan bimbingan pengkajian dan penerapan.

noao

o

Pasal 14

Sub Produksi terdiri darl :
a. Sub Seksi Teknis Reproduk ;
b. Sub Seksi Pembibitan ;
c. Sub Seksi Pakan ;

Tb Seksi Kaji Terapl. LA

Pasal 15

(1) Sub Seksi Teknis Reproduksi mempunyai lugas menyusun kepulusan
semen dan mudigah, mengadakan, menyimpan dan menyalurkan
semen dan mudigah, memantav inseminasi buatan dan alih mudigah.
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(2) Sub Seksi Pembibitan mempunyal fugas membimbing reproduksi ternak

. bibit pedesaan, memantau pengawasan mulu fernak bibit,

membimbing registrasi ternak dan menguji populasi dasar fernak serta
memantav kinera ternak bibit.

(3) Sub Seksi Pakan mempunyai tugas memantau pengadaan, peredaran
dan penggunaan pakan ternak.

(4) Sub Seksi Kaji Terap mempunyal tugas membimbing peldaksanaan

pertngkuiiun penerapan teknologi di bidang peternakan. ’
| ' 2 >
| Bagian Kelima .
{ Seksi Usaha
Pasal 16

: Seksi Usaha Tani dan Pengolahan mempunyai tugas pokok
n{eluk;u'nukun sebagian tugas Dinas Peternakan di bidang usaha iani
1e\nc:k dan pengelolaan hasil ternak.

\ - .
‘l\ Pasal 17

;.‘Uniuk melaksanakan tugas pokok fersebut pada Pasal 16 Peraturan
Da ,6‘1 ini, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan mempunyai fungsi :
a Ma’lakmnukun pelayanan usaha peternakan ;
b. Melaksanakan pemantauan sumber daya pelernakan ; 3
c. Melaksanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan ;
d

; jhdeiaksanukan bimbingan pemasaran peternakan.

L
4

Pasal 18

Seksi Usaha Tanl don Pengolahan terdirl dari :

a. ‘ub Seksi Pelayanan Usaha ;
. ‘b, SubSeksi Sumber Daya ;

" i
. W
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c. Sub Seksi Pengolahan Hasil ;
d. Sub Seksi Pemasaran.

' Pasal 19

5 .. ! | . !
(1) Sub Seksi Pelayanan Usaha mempunyal tugas melakukan pelayanan
usaha tani ternak.

[2) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas meiakukén inventarisasi dan
‘ memaniau penyediaan lahan, ketenagaan dan permodalon usanha
ternak. :

(3) Sub Seksi Pengolahan Hasili mempunyai tugas memaniau dan
membimbing pengawasan pengelolaan hasil ternak.

(4) Sub Seksi.-Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah
dan menyajikan data permasaran heran dan penampunan fernak.

. Bagian Keenam
LF .Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 20

Seksi Kesehatan Héw'uq mempunyai tugas melaksanakan sebogion
tugas Dinas Peternakan di bidang kesehatan hewan.

S ;
_ | _
s Pasal 21 ,

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah
ini, Seksi Kesehalan Hewan mempunyai fungsi : .
a. Melaksonakan pengamatan, penyelidikan dan epidemiologi penyakit
hewan serta membual pela penyakit hewan ;
- Melaksonakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
Melaksanakan pelayanan kesehalan hewan ;
Melaksanakan pengawasan kesehalon masyarakat Veteriner.

Qoo
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Pasal 22

Seksi Kesehaian Hewan lerdiri dari ;
a. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan ;
b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberaniasan :
c. Sub Seksi Pelayanan Kesehalan Hewan ;
d. Sub Seksi Kesehatan Masyarakal Veteriner.

Pasal 23

(1) Sub  Seksi Pengamatan = dan  Penyidikan mempunyai fugas
membimbing, pengamalan, penyidikan, epidemiologi dan
pembualan peta penyakit hewan.

(2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakilt Hewan
mempunyai fugas membimbing pencegahan dan pemberantasan
penyakil hewan.

{3) Sub Seksi Pelayanan Kesehaluﬁ Hewan melr-npunyui tugas
membimbing leknis pelayanan kesehalan hewan dan memantau
peredaran dan penggunaan obal hewan.

(4) Sub Seksi Kesehatan Masyarakal Veleriner mempunyai tugas
mengaowasi hygiene dan sanilasi lingkungan usaha peternakan,
melakukan pelayanan rumah potong hewan/rumah polong unggas
serta memantau perlindungan dan kesejahleraan hewan. g

Bagian Ketujuh
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
Pasal 24
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pelernakan di bidang
penyebaran dan pengembangan peternakan.
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Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas tersebul pada Pasal 24 Peraturan Daerah
ini, Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi ;
a. Melaksanakan bimbingan indentifikasi lokasi penyebaran dan
pengembangan peteranakan ;

Melaksanakan bimbingannpenyiapan lokasi dan peternck ;

b.
c. Melaksanakan penalaran fernak ;
d. Melaksanakan pelaksanaan urusan redistribusi ternak.
Pasal 26

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Pelernakan terdiri dari :
a. Sub Seksi Identifikasi ;
b. Sub Seksi Penyiapan;
c. Sub Seksi Penataan ;
d. Sub Seksi Redistribusi.

Pasal 27

(1) Sub Seksi Idenfifikasi mempunyai ibgﬁs melakukan bimbingan
identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak.

(2) Sub Seksi Penyiapan mempunyai tugas menyusun bahan tata ruang
peternakan, menyiapkan lokasi dan petani di daerah penyebaran dan

pengembangan pelernakan.

(3) Sub Seksi Penataan mempunyal fugas mengelola administrasi gaduhan
~ dan bagi hasil ternak. ;

[4) Sub Seksi Redistribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan
seleksai, penyebaran kembali ternak bibit, .

Dipindai dengan CamScanner



il

Bagian Kedelapan
Seksi Penyuluhan

Pasal 28

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian lugas

Dinas Peternakan di bidang penyuluhan lernak.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas lersebut pada Pasal 28 Peraturan 003

ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsl :

a.

ao

oQ

(1)

Melaksanakan penyiapan dan peiuksunuﬁn program, metode dan

sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
Melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan

kelencagakerjaan penyuluhan ;
Melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani

Melaksanakan perencqnnun, pendadaan, pengolahan dan

bimbingan pendu'fugunqan sarana penyuluhan ;
Melaksanakan perenc:unuan . pengadaan, penyebaran dan
bimbingan pengemban_gun maleri penyuluhan.

Pasal 30

Seksi Penyuluhan terdiri dari :
Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dun Sarana. .

Pasal 31

Sub Seksi Tala Penyuluhan mempunyal fugas memberikan pelayanan
'eknis dan adminisirasi kepada para penyuluh peternakan dalam
penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan
nefode dan sistem skerja penyuluhan, idenlifikasi taktor penentu,
‘ekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingun
erta supervisi pelaksanaan penyvluhan.
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(2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyci fugas
menyusun rencana kebulvhan dan mendayagunakan tenaga
penyuluh, merencanakan, mengadokan dan mengelola saran
penyvlvhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan
' serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepadc para
penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagoan
petani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunoon sarana
penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian ﬁésémblian
Cabang Dinas
Pasal 32

Cabang Dinas Peternakan dibentuk berdasarkan kriteria yang akon
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

'Bdgiun'Ke_sehuluh- ‘
Unit Pelqksft_:nc Teknis Dinas
Pasal 33

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas meh‘lpunyhi kedudukan sebogai unsur
pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepola yang berada
di baweh dan berlanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Pada Dinas Peternakan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas
berdasarkan krileria yang akan ditelapkan oleh Méntei Dalam Negeri.
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Bagian Kesebelas
Kelompok Jabalan Fungsional

Pasal 35

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas  Peternakan

mempunyai tugas melakukan kegiatan teknls pelernakan di bidang
keahiian masing-masing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada a&)
Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku KA

Kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jowab kepada

Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang
bersangkulan,

Pasal 36

{1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub -
Kelempok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior.

(2} Jumiah tenaga dalam Jabatlan-fungsional ditertukan berdasarkan sifat,
jenls dan beban kerja. = -

BAB 'V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 40
Pengangkaton dan Pemberhentian dalam jabtan di lingkungan

Vinas Feternakan dilak
sanckan sesudi dengan ketentuan perundang-
Undargan yang berlaku, y 2
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Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkalan serta susunan kepegawaian
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LY

i BAB IV
TATA KERJA

Pasal 37

Dalam melaksanakan lugasnya Dinas Peternakan, Unit Pelaksanc
Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas waijib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar safuan organisasi sesuai dengan
fugas masing-masing.

_Pasal 38

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan
yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Kepala Dinas diwgjibkan memberi petunjuk, membina, membimbing

dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan Pelaksana yang
berada dalam lingkungan Dinasnya.

Pasal 39

Dalam melaksanakan fugasnya, kepala Sub Bagian dan Kepala
Seksi berada di bawah dan bertfanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Kepala Urusan berada di bawah dan berlanggung jawab kepada Kepala
Sub Bagian Tala Usaha, sedangkan Kepala Sub Seksl berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dengan dibentuknya Dinas Pelernakan berdasorkan Peraturan
Daerah ini, maka Peraturan Daoerah Kabupaten Daerah Tingkat H
Magelang Nomor 4 Tahun 1981 lentang Struktur Organisasi dan Tata kerja

Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang dinyatakan fidak
beriaku.

: Pc_:sul 43

Pembentukan Cabang -Diﬁus,thgmukan dan Unit Pelaksana Dinas

Peternakan diproses tersendiri sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomaor 3% Tahun 1992 teniang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraluran Daerah ini, sepanjang

mengenai pelaksanaannya, akan diatur tersendirl oleh Bupali Kepala
doerah.

Pasal 45

Peraturan Daerah Ini mulal berlaku sejak tanggal diundangkan.
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Agar supaya seliop orang dapat mengelahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkal I| Magelang.

Ditetapkan di Kola Mungkid.
Pada fanggal 19 Nopember 1995,

' DPRD BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I
KABUPATEN DATI I MAGELANG MAGELANG
KETUA
TTD TTD
SOEGIHARDJO KA R DI
DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Jawa Tengah
Tanggal 127 Agustus 1996 Nomor : 188.3/279/1996

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT |
' JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,
td.

SUTJI ASTOTO, SH.

Pembina
NIP, 010088 157.
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Dundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang
Nomor 13 Tahun 1996 ; Tanggal 27 Mei 1996
Seri D ; Nomor 10
Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah
ttd.

GATOT SOEGIHARTO, BA.

Pembina Tingkat .
NIP. 010 041 61
Asisten Administrasi Pembangunan.
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG
NOMOR  TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Dinas
Peternakan Kabupaten Daerah T'ngk::i Il Magelang. Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat |
Magelang semula diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Doerah Tingkat || Magelang Nomor 4 Tahun 1981 yong mengacu
kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977
teniang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan
Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor é’Tahun 1980 tentang Petunjuk
Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Peternakan serfa Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Jawa Tengah Nomor : 061.1/45/PO tentang Petunjuk Pelaksancan
mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternckan Daerah
Tingkat Il se Jawa Tengah,

Kemudian dengan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor ¢ Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tala Kera Dinas
Peternakan Daerah, maka organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkal Il Magelang mengalami perubuhun
sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha lelap membawahi 4 ([empat) vrusan, sedang

sebutan Urusan Efisiensi dan Talalaksana bervbah menjadi Urusan
Perencanaan.
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2. Jumiah Seksi tetap ada § Seksl, sedangkan jumlah Sub Seksi semula
ada 15 Sub Seksi berubah menjadi 18 Sub Seksi. Perubahan meliputi :

a. Dalam Seksi Produksl semula ado 3 Sub Seksl kemudian

bertambah menjadi 4 Sub Seksl.
Dalam hal ini semula ada Sub Seksi Pengolahan Hasil Ternak,

kemudian lidak ada dan muncul 2 Sub Seksi baru yaitu Sub Seksi
Teknik Reproduksi dan Sub Seksi Kajl Tla'rup. ‘

b. Seksi Penyuluhan.
Semula ada 3 Sub Seksi kemudlun berkurang menjadi 2 Sub Seksi.

Dalam hal ini Sub Seksi Latihak Ketrampilan dan Sub Seksi Sarana
Dokumentasi. menjadi Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan

Sarana,

c. Seksi Usaha.
- Sebuilan Seksi Usaha Tani berubah rnenjudl Seksi Uscha Tani dan

Pengolahan, semula ada 3 Sub Seksi berubah menjadi 4 Sub .
Seksi.

- Sebuian Sub Seksi ljin Perusahaan berubah menjadi Sub Seksu
Pelayanan Usaha.

- Sub Seksi Infomasi Pasar berubah menjadi Sub Seksi Pemasaran.
- Sub Seksi Permodalan berubah menjadi Sub Seksi Sumber Duw‘

- ‘Muncul Sub Seksi barv, yaltu Sub Seksl Pengolahan Hasil.

d. Seksi Kesehatan Hewan.
- Jumilah Sub Seksi semula ada 3 Sub Seksi, berubah menjadi 4

Sub Seksl,
- Tambahan safu Sub Seksi, yaltu Sub Seksi Pelayanan Kesehatan

Hewan, yang semula lidak ada,
- Perubahan sebulan Sub Seksi Pengamalan Penyakit menjadi
Sub Seksl Pengamatan dan Penyidikan Penyakit.
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- Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantason Penyakit Hewan
Tidak Berubah.

e. Seksi Penyebaran dan pengembangan Pelernakan.

Terhapusnya Seksi Bina Program, muncul Seksi baru yaitu Seksi .
Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

Dalam Seksi ini, jumiah Sub Seksl ada 4, yang terdiri dari :
1). Sub Seksi Identfifikasi. :

2). Sub Seksi Penyiapan.

3). Sub Seksi Penataan.

4). Sub Seksi Redistribusi..

3. Adanya Kelompok Jabatan Fungsional di dalam struktur organisasi
yang baru, yang semula tidak ada.

4. Di dalam struktur Organisasi yang baru ada peluang untuk
membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah SUPTD).

Dengan adanya perubahan-perubahan sebagaimana terssbut
pada angka 1 sd. 4, maka akan berakibal pula terhadap terfjadinya
perubahan/penyempurnaan terhadap Struktur Organisasi dan Tato
Kerfja sampai kepada tindakan administrasi, surat menyurat (kop,
stempel dsb) serfa urusan personil/kepegawaian,

Dengan semakin luas dan berkembangnya pelaksanaan tugas
penyelenggaraan  pemerinfahan, pembangunan, pembinaan
masyarakal, pembinaan administrasi, organisasi dan tataloksana serta
peningkalan pelayanan kepada seluruh instansl dan masyarakat.
Demikian pula dengan semakin maju dan kritisnya pola pikir
masyarakal sebagai keberhasilan di dalam bidang pembangunan,
pendidikan dan teknologi, maka Dinas Peternakan diharapkan dapat

menampung dan memberikan pelayanan secara optimal pada semua
plhak.
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Sehubungan dengan hal fersebul, wuniluk dapat lebih
meningkatkan keloncaran pelayanan don pengembangan dalam
penyelenggaraocn pemerintahan dan pembangunan secara berdaya
guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkul bidang
pelernakan di Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang, maka susunan
organisasi dan Tatakerja Dinas Pelernakan yang lkma yang
berdasarkan Peraturan Daeah Nomor 4 Tahun 1981 yang mengacu
kepada Keputusan Menterl Dalam negeri Nomr 63 Tahun 1977 fentang
Pedoman Pembentukan Susunan organisasi dan Talakerja Dinas Daeran
serfa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor é Tahun 19€0 tfeniang
Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tatakerja Dinas Peternakan serla Instruksi Gubernur Kepala Daerah
Tingkat | Jawa Tengah Nomor : 061.1/45/80 tentang hal yang sama di
Jawa Tengah, perlu dilinjau dan disusun kembali uniuk diluangkan
dalam Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pembeniukan
Organisasi dan Talakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat Il
Magelang dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor ¢ Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pelernakan Daerah.

Dengan demikian maka setelah ditelapkannya Peraturan Daerch
ini, maka Susunan Organicasi dan Tata Kera Dinas Peiemakan
Kabupaten Daerah Tingkat | Magelang yang lama berdasar Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 1981 sudah tidak berlaku lagi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ‘
Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 . - Dinas Pefernakan dipimpin oleh seocrang

Kepala, yang kemudian disebul Kepala Dinas
Peternakan Kabupalen Daerah Tingkat Il

- Dinas Peternakan mempunyai  hubungan

konsullatif dengan Dinas Peternakan Tingkat |
Propinsi Jawa Tengah.
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Pasal 3 ¢ Dinas Peternakan mempunyal lugas menyeleng
gorakan vrusan rumah langga Daerah don Tugas
Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan
alav Pemerintah Daerah Tingkal | di bidang
Peteakan yang di dalom pelaksanaannya
berdasarkan kebijaksanaan yang ditatapkan oleh
Bupali Kepala Daerah.

Pasal 4sd.7 : Cukup elas,

Pasal 8 : Sub Baglan Taa Usaha mempunyal fugos
melakukan  keglatan  kesekrefarialan  yong
melipuli vrusan perencanaan, kepegawaion,
kevangan .dan urusan umum yang ferdid darl
vrusan rumah langga dan perlenqgkapan, sural
menyurat dan kearsipan,

Pasal 9sd. 11 : Cukupjelos.: ¢

Pasal 12 : Seksi Produksi mempunyal tugas melaksanckan
sebagian tugas Dinas Pelernakan Daerch Tingkat
Il'di bidang produksi pefernakan yang melpufi
bimbingan tekris produksi, pembibiian temak,
pengawasan, peiedaran dan penggunaan
pakan serfa pengkajian dan penerapan teknoligi
di bidang peternakan,

Pasal 13 sd. 14 : Cukupjelas.

Pasal 20 . Seksl Kesehalan . Hewan mempunyai fugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pelernakan

di bidang Keseshatan Hewan yang meliputi

pengamatan dan penyidikan epidemiciogh,

pembualan pela penyakit hewan, pence§ahan

don pemberantasan  penyakil, “memberikan

pelayanan kesehalan don memantau peredaron

. penggunaan obal serla mengawasl hygiene dan
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sanltasi lingkungan uvsaha pelernakan fermasuk
pelayan rumah potong hewan/unggas.

Cukup jelas,

Seksl Penyebaran don Pengembangan
Peternakan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian lugas Dinas Pelernakan di bidang
penyebaran dan pengembangan pelternakan
yang melipuli lugas identifikasi lokasi penyebaran
dan pengembangan ternakan fermasuk
menyusun bohan fala rwong peternakan,
menyiapkan lokasi dan peftani di  daerah
penyebaran dan pengembangan, pengelolaan
administrasi gaduhan dan baogi hasil seria
mengembangkan seleksi, penyebaran kembal
ternak bibit.

Cukup jelas.

Seksi Penyuluhan melaksanakan sebagian tugas
Dinas Peternakan di bidang penyuvluhan temak
yang terdiri dari pelayanan teknis dan adminisirasi
para penyuluh peternakan dalam kaitannya
dengan penyusunan dan pelaksanaan program,
penerapan, metode dan sistem kerja penyuluhan,
identifikasi, rekayasa sosial ekonomi, pelaksanaan
penyvluhan serta penyunan rencana kebutuhan
dan mendayagunakan lenaga penyuluh,
mengadakan dan mengelola sarana penyuivhan,
memberikan pelayanan leknis dan administrasi
sampal kepada penyelenggaraan kursus-kursus
tani, perumusan dan penylapan materi
penyuluhan,

Cukup jelas.
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Pasal 32 : - Cabang Dinas Pelernakan merupakan unsur
Pelaksana Dinas Daerah yang mempunyai
wilayah kerja yang dapat melipuli satu alau
beberopa Kecamalan dalam wilayah suatu
Kabupaten.

. Cabang Dinas Peternakan dipimpin oleh
seorany Kepala Cabang yong berada di

bawah dan bertanggung jowob kepado
. Kepala Dinas.
Pasal 37 : - Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai

kedudukan sebagai unsur pelaksana feknis
operasional Dinas Peternakan.

- Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh
seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Peternakan.
Pasal 38 :  Cukup Jelas.
Pasal 35 : - Kelompok jabatan fungsional terdiri dari

sejumlah tenaga ahll yang secara operasional
bertugas menangani keglatan-kegiatan teknis
dl bidang pelernakan sesval dengan bidang
keahliannya pada unit-unit kerja tertentu yang di
dalam pelaksanaannya lidak bertanggung
jawab pada Pimplnan Unlt Keda yang
bersangkutan tetapl bertfanggung jowab
kepada Kepala Dinas atau Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
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- Pimpinan tenago fungsional ditunjuk oleh Bupati
Kepola Doerah daori lenaga fungsional senior
yang oda di lingkungon  Dinas  yang
bersangkulan dan bertanggung jowab kepada
Kepalo Dinas alau Képolo Unit Pelaksana Teknis
Dinas yang bersangkulan.

Pasal 363d. 45 : Cukup jelas.
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I‘G"‘“ ORGANISASI DINAS PETERNAKAN "
N DAERAH TINGKAT Il MAGELANG Lo PIRA i
gASUPATE it DAERAH TINGEAT ll MAGELANG
v NOMOR 18 TAHUN 1995.
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN.
KEPALA DINAS
SUB BAG. T.U.
!
i i - T T 1
.. i URUSAN URLUSAN URLISAN LRUSAM
‘ PERENCANAAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN UMUM
1 1 o T T 1
SEKSI SEKSI PENYEBARAN SEKSI
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»
{
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I 1
CABDIN UFTD
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